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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya

kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Ren@na Strategis

Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2013 - 2018, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 - 20'18.

Selain itu menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kepega\,vaian Pendidikan dan

Pelatihan dalam melaksanakan Program Kerja sesuai tahun terencana.

Akhimya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Renstna Perubahan ini, semoga ikhtiar kita semua mendapatkan

karunia Allah SWT.

Kotamobagu, 2017

KEPALA BAD GAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
gir.{ KOTAMOBAGU
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil merupakan

konsekwensi dari tuntutan perubahan yang begitu cepat dibidang politik, ekonomi

dan sosial. Hal ini ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1 999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan

Undang - undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai antisipasi

penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparutur Sipil Negara (ASN), yang

semula berorientasi pada ketatalaksanaan / administrasi kepegawaian, berubah

kearah pendekatan pengembangan Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil.

Dalam perkembangannya Undangrundang Nomor 22 fahun 1999 tersebut

mengalami perubahan dan pergantian seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah

41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk menata

Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP ).

Pembinaan Kepegawaian ditujukan untuk mewujudkan sistem kepegawaian

yang mantap, dengan pengembangan pegawai yang dilaksanakan secara terus

menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pendidikan kedinasan,

pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta

pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang

sesuai dengan kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta

memperhatikan kode etik dan disiplin PNS. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan

teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang

besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang

demokratis (democntic and good govemance). Upaya mewujudkan sistem

pemerintahan yang demokratis, bersih dan beruibawa selalu menjadi obsesi bagi

rakyat dan pemerintiahan di zaman modem sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan

adanya penivujudan dan kemampuan sertia kesungguhan aparatur negara untuk

menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam



menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat

terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya

Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus

ditingkatkan guna malujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

'1.2 Landasan Hukum

1. Landasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada:Undang -

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentjang Keuangan Negara ;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang- Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan

Negara ;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo.Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ,

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentrang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah ;

7. Undang - Undang Nomo|l7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;
8. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar

Pelayanan Minimal ;

'l 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

enyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren@na Pembangunan

Daerah.

'I 3. Perafuran Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 201 0 - 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintiah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

't .3.1 Maksud Penyusunan Renstra adalah :

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 yang akan dilaksanakan melalui program

dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kotamobagu.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah :

Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah

atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta memberikan arahan mengenai

kebijakan umum dan progrErm pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun

kedepan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

2.2 Sumberdaya SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

2.4 Tantangan dan Peluang

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

I .1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1 .3 Maksud dan Tujuan

1.4 SistematikaPenulisan



BAB lll: ISU{SU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 ldentifi kasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2 Telaah Msi Misi RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

3.3 Telaah Restra l(L
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis lsu isu Strategis

3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB lV: VlSl, MlSl, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Msi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel

BAB V! :INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Tabel

PENUTUP



BAB !I

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kota Kotamobagu

a. Kedudukan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung

tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian ;

2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian

yang ditetapkan Walikota ;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. Fungsi Badan Kepegawaian Kota Kotamobagu

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta

analisa data untuk penyusunan program kegiatan ;

2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian ;

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kepegawaian ;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian ;

6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang kepegawaian ;

7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang

kepegawaian ;

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah ;

9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Daerah ;

'10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga

Pemerintah dan Lembaga lainnya ;



'l 1. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

12. Pelaksanaan peEfuran perundang - undangan bidang kepegawaian ;

13. Perencanaan brmasi dan pengembangan kepegawaian ;

14. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi

dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Lembaga Administrasi Negara ;

15. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

16. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struKural atiau fungsional sesuai

dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan

perundang - undangan ;

17. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;

18. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah

sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang - undangan ;

19. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai

Negeri Sipil ;

20. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang -undangan ;

21 . Pengelolaan Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaian secara

komprehensif ;

22. Penyiapan kebufuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program

pengembangan kepegawaian,

23. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian ;

24. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang

kepegawaian ;



2.2 SUMBERDAYA SKPD

Sumberdaya Aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu yang dibentuk setelah era reformasi dan otonomi daerah sesuai tugas

pokok dan fungsi adalah untuk mengurusi administrasi kepegawaian pemedntah daerah.

2.2.1 Kelembagaan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKota Kotamobagu dibentuk

berdasarkan Perafuran Daerah Kotia Kotamobagu Nomor .... Tahun ..... tentang

Organisasi Perangkat Daerah serta jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada

PeratuEn Wali Kotamobagu Nomor Tahun tentang Organisasi Perangkat

Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

2.2.2 Keadaan Perconal ia

Jumlah Pegawai 31 ( tiga puluh satu ) dan Tenaga Kontrak 2 (dua) orang

jumlah seluruh personil 33 ( tiga puluh tiga ) merupakan sumberdaya Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihanyang harus menangani Pegawai Negeri

Sipil Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan tanggal 24 Febuatl 2014

sebanyak 2818 Orang.

Sumberdaya PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu terinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pendidikan

Jumlah 27

Cabtan : Data Bulan Oktober 2013

NO

1

PENDIDIKAN

S3

JUMLAH

I S2

J S1 23

4 Dilt 1

5 SMA A

I
I

I

I



2) Berdasarkan Pangkat / Golongan

Catabn : data bulan ohober 2013

3) Berdasarkan Eselon

Cabbn : data bulan oktober 2013

No Pangkat Jumlah
,| Golongan lV

Pembina Utama Madya

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat I 1

Pembina 2

2 Golongan lll

Penata Tk. I 3

Penata 4

Penata Muda Tk. I 3

Penata Muda 7

3 Golongan ll

PengaturTk. I

Pengatur 1

3

Pengatur Muda 3

Jumlah 27

No Eselon Jumlah

1 Eselon ll-b I

2 Eselon lll-a 1

J Eselon lll-b J

4 Eselon lv-a 6

I

I

I I

I

I

I I

I -i
I i Pengatur Muda Tk. I

I

I



No Staf Pelaksana Jumlah

4) Staf Pelaksana

Staf 14

Catatan : dab bulan ohober 2013

5) Berdasarkan Gender

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Perempuan 6

2 Laki-laki 21

6) Pendidikan Penjenjangan Aparatur

No Jenis Penjenjangan Jumlah

1 Pim ll/ Spamen

2 Pim lll 1

3 Pim lV J

4 Jumlah

CaAAn : data bulan Ohober 2013

2.2.3 Pejabat Struktural dan Fungsional

1. Kepala Badan Pejabat Eselon ll-b 1 (satu) orang mempunyai tugas:

( I ) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggrakan

manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) hurufa, Kepala Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihanmernpunyai fungsi :

I . Penyelenggaraaan urusan kesekretariatan;

2. Penyiapan, penyusunan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian

sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

1

4

l

I

I

I

I



3 . Perencanaan dan pengembagan karir pegawai;

4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma

standard an prosedur yang ditetapkan dengan peratuEn perundang-

undangan;

5 . Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan;

6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai

dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan

perundang-undangan;

7 . Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil;

8 . Pengelolaan system inbrmasi kepegawaian daerah dan penyampaian

informasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

9 . Penyampaian informasi Kepagawaian Daerah;

10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2. Sekretariat mempunyai tugas r

1) Melaksanakan koordinasi perenqrnaan, evaluasi dan pelaporan program Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan

umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan,

rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan ;

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dipimpin Sekretaris Pejabat Eselon

lll.a 1 (satu) orang yang mempunyai tugas :

1 . Melakukan urusan penyusun rencana kegiatan dalam lingkup Badan;

2. Melakukan urusan Keuangan;

3. Melakukan urusan Umum;

4. Melakukan urusan Kepegawaian;

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Sekretariat terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Ketangan Pejabat Eselonly-a I (satu) onng
mempunyai tugas :

a. memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga

dan administrasi Keuangan dilingkungan lnstansi;

b. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan di

bidang tata naskah instansi keuangan.

2. Menyiapkan bahan pengambilan keputusan bagi Pimpinan dibidang

administrasi, perlengkapan dan keuangan.

3. Melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji

dilingkungan instansi

4. Menyusun renc€lna anggaEn permata anggaran

5. Melakukan urusan rumah tangga

6. Melakukan urusan perlengkapan

7. Melakukan kegiatan kenaikan pangkat

8. Melakukan kegiatan kenaikan gaji

9. Melakukan kegiatan untuk kesejahteEan pegawai Menyusun Daftar Urut

Kepangkatan (DUK)

1 0. Memberikan saran dan pertimbangan

2) Kepala Sub Bagian Prcgnm Pelaporan &n Kepegawaian lV-a I (satu)

orang mempunyai tugas :

a. memberikan pelayanan dibidang penyusunan program dan membuat laporan

pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi Kepagawaian dilingkungan

lnstansi;

b. Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kepala Sub Bagian

Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan produk perundang-undang dan petunjuk teknis dibidang

pembuatan progrErm dan penyusunan pelaporan dan administrasi

kepegawaian;

2. Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan pimpinan

dibidang penyusunan program, pelpoaran dan administrasi kepegawaian



3. Menyusun rumusan program kerja lnstansi secara berkala baik harian,

bulanan maupun tahunan.

4. Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai.

5. Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir.

6. Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi

7. Memberikan saran dan pertimbangan

8. Membuat laporan pelaksanaan tugas

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

3. BIDANG PEREI{CANAAN DAN DISIPLIN

Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin Pegawai Peiabat Eselon lll-b I
(satu) orang mempunyai tugas :

a.merencanakan dan melakukan kegiatan pengisian frormasi, pengangkatan pegawai,

pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Mutasi jabatan, penyidikan dan

penegakan hukum kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur

yang ditetapkan dengan perafu ran perundang-undangan;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut , Kepala Bidang Perencanaan dan

Disiplin mempunyai fungsi :

',l. Penyelenggaraan perenc€lnaan formasi dan pengangkatan pegawai;

2. Penyelenggaraan penyumpahan Pegawai Negeri Sipil Daearah;

3. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil daerah dan Pengembangan lGrir;

4. Pengkoordinasian, pengevaluasian pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan dan pengembangan karir pegawai;

5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

Bidang Peencanaan dan Disiplin Pegawai terdiri dari :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai Pejabat Esdon lV-a I (*tu)
onang mempunyai tugas :

a. merencanakan kebutuhan pegawai, menyusun flcrmasi dan melaksanakan

administrasi pengangkatan pegawai;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bidang Perencanaan

dan Formasi mempunyai fungsi :



'1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan perencanaan dan brmasi pegawai;

2. Mengumpul dan mengelolah data kebutuhan pegawai;

3. Menyusun rencana formasi pegawai ;

4. Menyusun rencana kebijakan/pengangkatan pegawai;

5. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

6. Membuat laporan pelaksanaan tugas;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2) Sub Bicbng Bangkir, Bina Hukum Kepegawaian Pegawai Peiabt Eselon lV-

a 1 (satu) oang mempunyai tugas :

a. meren@nakan penyumpahan, pengangkatan dalam jabatan serta melakukan

kegiatan penyuluhan, pengkajian dan pembinaan dibidang produk dan

penegakan peraturan hukum kepegawaian.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut , Kepala Sub Bidang Pembinaan

Karir dan Pembinaan Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja dibidang Perencanaan Karir dan

pembinaan dan penerapan hukum kepegawaian.

2. Mengumpulkan dan mempelajari berbagai produk perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengembangan karir dan hukum kepegawaian.

3. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis

pengembagan dan pembinaan dan penegakan hukum kepegawaian di

daerah.

4. Mengkaji dan mercncanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai

dalam jabatan;

5. Menyusun rencana pengambilan sumpah pegawai;

6. Membuat daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

7. Mengumpul dan menginventarisir permasalahan-permasalahan pelanggaran

kepegawaian dan meyiapkan bahan pengambilan keputusan dan atau

kebijakan penyelesaiannya.

8. Menangani dan menfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran hukum

kepegawaian.



4. BIDANG MUTASI

Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggaiian Pejabat Eselon lll-b 1 (satu)

orang mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil, Pengalihan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai negeri Sipil,

Pengelolaan Kepangkatan, Perpindahan dan Pensiun Pegawai;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada, Kepala Bidang Mutasi mempunyai

fungsi :

1 . Melaksanakan urusan administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pengalihan Status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai

Negeri Sipil;

2. Melaksanakan urusan administrasi kenaikan pangkat;

3. Melaksanakan urusan mutiasi pegawai antar instansi dan antar daerah;

4. Melaksanakan administrasi penilaian pelaksanaan pekerjaan;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang mutasi;

6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Mutasi terdiri dari :

1. Kepala Sub Bihng Kepangkatan, Pqtindahan Pegawai dan Pqrsiun

Pejabat Eselon lv-a 1 ($tu) orang mempunyai tugas :

a. melaksanakan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, Kepala Sub

bidang Kepangkatian, Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai

fungsi :

Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan

peyunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepangkatan,

penilaian daftar pelaksanaan pekerjaan, dan mutasi kepegawaian;

1

9. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terhadap penjatuhan sanksi

kepegawaian.

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

1'1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.



2. Mengumpul, mengelola data dan usulan dibidang kepangkatan,

penialain pelaksanaan pekerjaan, pemindahan, pemberhentian dan

pensiun Pegawai;

3. Membuat usulan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

4. Menerima dan mengelolah usulan pengalihan status CPNS menjadi

PNS;

5. Melaksanakan administnasi daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil;

6. Mengelolah data dan administrasi serta melaksanakan pemindahan

pegawai antar instansi dan antar daerah;

7. Melaksanakan proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

rekomendasi dari seksi pembinaan karir dan pembinaan hukum

kepegawaian;

8. Melaksanakan proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak

pensiun;

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Sub Kesejahtenan Pogavai Pejabat Eselon lv-a I (satu) onng
mempunyai tugas :

a. mengelolah manalemen dan administrasi yang berkenaan dengan

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pemberian hak-hak pegawai;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tesebut pada ayat (3) huruf a, Kepala Sub

bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

't. Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan mengenai gaji, tunjangan dan kesejahteraan

pegawai;

2. Melaksanakan administrasi surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

3. Penyiapan administrasi dan penetapan gaji dan tunjangan;

4. Pengelolaan terhadap penyediaan tunjangan perumahan;

5. Pengelolaan koperasi pegawai;

6. Pengelolaan administrasi cuti, izin kawin;

7. Pengelolaan administrasi taspen, asuransi, askes dan pemberian

penghargaan terhadap pegawai berprestasi;



8. Pengelolaan penyediaan pakaian dinas, kartu pega\ rai,

isteri/suami;

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

'10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

ka rtu

5. B]DANG DIKLAT

Kepata Bidang Diklat Pejabat Eselon lll.a I (satu) orang mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan administrasi Diklat dan Pengelolaan kegiatan

kemampuan kompetensi pegawai melalui Diklat Pendidikan dan Pelatihan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Bidang

Diklat mempunyai tungsi :

1. Mengkaji dan mempelajari produk perundang-undangan, petunjuk teknis

dan pefunjuk pelaksanaan mengenai Pendidikan dan Pelatihan, Ujian

Dinas dan pemberiantugas Belajar serta lzin Belajar;

2. Memberikan petunjuk pengelolaan data dan inbrmasi dibidang Diklat, Ujian

Dinas dan Tugas Belajar serta ljin Belajar;

3. Menganalisa permasalahan-permasalahan menyangkut bidang diklat, Ujian

Dinas, tugas belajar dan ijin belajar dan menyiapkan konsep dan rumusan

penyelesaiannya;

4. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

5. Menyelenggarakan kegiatan ujian dinas.

6. Menyelenggarakan administrasi pengiriman tugas belajar dan izin belajar;

7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) Kepala Sub Bihng Dihlat Struktual, Fungsional dan T*nis Pejabat Eselon

lv-a 1 (satu) oriang mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengelolaan administrasi kediklatan dan melaksanakan

kegiatan pendidikan danpelatihan;

b. Untuk menyelenggrakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, kepala Sub

bidang Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis mempunyai fungsi :

1 . Mengumpulkan dan mempelajari prcduk perundang-undangan, petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik Struktural,

fungsional dan teknis;

I
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2. Menyusun dan membuat program dan kegiatan pelaksanaan diklaq

3. Menginventarisir pegawai yang memenuhi syarat untuk mengiktui diklat

kepemimpinan, fungsional dan teknis;

4. Melaksanakan kegiatan diklat kepemimpinan, fungsional dan teknis;

5. Melaksanakan administrasi sertifikasi dikalt kepemimpinan, fungsional dan

teknis;

6. Melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagai bahan pengembangan

dan peningkatan diklat lebih lanjut;

7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Kepala Sub Bidang Tugas Belajar, ljin Belajar dan Ujian Dinas Pejabt
Eselon lV-a 1 (satu) onng mempunyai tugas :

a. mengelolah administrasi dan pengiriman pegawai tugas belajar dan Uin

belajar serta melaksanakan kegiatan ujian dinas pegawai

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kepala

Sub bidang Tugas Belajar, ljin Belajar dan Ujian Dinas mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan dan mempelajari produk perundang-undangan,petunjuk

teknis, danpetunjuk pelaksanaan kegiatan pengiriman tugas belajar, ijin

belajar dan pelaksanaan ujian dinas;

2. Membuat rencana program dan kegiatan dibidang pengiriman tugas

belajar, ijin belajar dan ujian dinas;

3. Merumuskan kebijakan dibidang pengiriman pegawai tugas belajar dan

ijin belaja[

4. Menginventarisir pegawai yang memiliki potensi yang akan diusulkan

untuk tugas belajar dan diberi ijin belajar serta yang sudah memenuhi

syarat untuk ikut dalam kegiatan ujian dinas;

5. Melaksanakan seleksi bagi pegawai yang akan diusulkan untuk

ditugasbelajarkan dan diijin belajarkan serta seleksi berkas yang akan

mengikuti ujian dinas;

6. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengiriman

tugas belajar, ijin belajar dan pelaksanaan seleksi ujian dinas;

7. Mehkukan pembinaan dan penghentian bagi tugas belajar dan ijin
belajar yang dianggap tidak mengikuti ketentuan pengiriman tugas

belajar;



8. Mengnvetarisir permasalahan-permasalahan dibidang pengiriman

tugas belajar dan ijin belajar serta pelaksanaan ujian dinas dan

menyiapkan bahan penyelesaian masalah;

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama

1. Sarana Gedung

2. Prasarana/Peralatan Keria utama

2.3. Kineda Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Badan Kepeganvaian Pendidikan dan PelatihanKota

Kotamobagu sesuai dengan tupoksi adalah mengurusi administrasi kepeganvaian di

daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan

perundangundangan yang meliputi:

> Bezzeling pegawai ;

> Administrasi Kenaikan Pangkat Peganvai;

> Administrasi Kenaikan Gaji Be*ala Pegawai;

> Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai ;

- Pengurusan ljin Belajan

l Pengurusan Tugas Belajaq

> Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai ;

> Penerbitan lGrtu Suami lsteri ;

> Administrasi Pengajuan Cuti ;

NO URAIAN / JENIS JUMUH /SATUAN

Meja Kursi Eselon ll
Meja Kursi Eselon lll
Meja Kursi Eselon lV
Meja Kursi Staf
Almari
Filling Cabinet
Komputer
Printer
Note Book
LCD
Mesin Ketik manual
Kendaraan roda empat
Kendaraan roda dua
Brankas
Almari Besi
Jaringan Web Site BKD

,|

2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
't5
't6

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Buah

Unit
Unit
Unit
Unit

Buah

I

II

I

I

I



r Pemberian Penghargaan/Rewad dan sanksi/ punishment;

i Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ljazah;

> Pembuatan Kartu ldentitas Pegawai (lD CARD);

i AdministrasiPensiun.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu yang menjadi

target pelayanan pada tahun 2013 - 2018 menurut golongan berjumlah :

(dengan asumsi jumlah pegawai menurut zerro growth)

2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang ada pada Badan Kepegaraian Pendidikan dan

Pelatihanuntuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus

ditangani secaE cepat dan tepat ;

2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang

perlu disiapkan penggantinya ;

3. Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ;

4. Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;

5. PNS yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan

kornpetensi;

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan

dalam penataan personil ;

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan

pengawas€rn kepada aparafur agar PNS berdisiplin dan proEsional ;

c. Adanya kebuakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS

yang profesional dalam penataan manajemen PNS;

d. Sistem teknologi lnformasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan

yang prima, cepat dan tepat.

NO TAHUN
GOLONGAN

IV ilt il
,|

2
3
4
5

20't4
2015
2016
2017
2018

849
849
849
849
849

1396
1396
1396
1396
1396

546
546
546
546
546

2791
2791
2791
2791
2791

JUMLAH 
I

I



BAB III

ISU .ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dari analisis lingkungan intemal dan ekstemal, isu strategis pembangunan Kota

Kotamobagu 2O13-2O1A yang dirumuskan dan penting untuk dipefiatikan diantaranya

Good Govemance dan Pelayanan Prima. Untuk melvujudkan Good Govemance dan

mewujudkan pelayanan pdma dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas

profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumberdaya

aparatur didaerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan

pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan

dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil

Daerah yang dimiliki, akan mampu ma,\rujudkan pelayanan prima di daerah.

Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan didaerah adalah

bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hak hak

masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan

daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi kekuatan yaitu

tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Analisis yang menjadi kelemahan daerah adalah pelayanan pemerintah kepada

masyarakat belum memuaskan dan yang menjadikan peluang daerah adalah adanya

political will secara nasional untuk memajukan sumber daya manusia lndonesia melalui

prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi ancaman daerah

adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Organisasi

Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan Organisasi Perangkat

Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurusi administrasi kepegawaian di

daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam perafuran perundangundangan

yang meliputi: perencanaan (brmasi), persyaratan pengangkatan, penempatan dan

pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment)

dan penghargaan (reward), pensiun. Untuk mendukung program pembangunan

pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan

diantaranya Me\,vujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya

saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan bedasarkan kemampuan sendiri

dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jwa leadetship



dikalangan remerinbhan dan semangat entepreneur dikalangan masyarakat luas,

yang selanjutnya diaEhkan kedalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kota

Kotamobagu sebagai konsek\ rensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan

sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional.

3.1 ldentifikasi Permasalahan berdasarkan Tupokei :

Dari identifikasi pemasalahan bedasarkan tugas pokok dan fungsi pada

Badan Kepegavnaian Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi perhatian untuk 5
(lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur

melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra

sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada Renstra 2O'|}2O18 sebagai

konsekuensi dalam mendukung prcgram pemerintah daerah 5 tahun mendatang.

Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah :

a. Rekruifnen CPNS dari Pelamar Umum untuk mengganti PNS yang memasuki

BUP yang disiapkan penggantinya ;

b. Penataan personil secara proporsional pada jabatan strukfuraufungsional

karena pensiun untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan

dan pelantikan

c. Penataan Guru SD sesuai kebutuhan Rombongan Belajar (Rombel) untuk

meningkatkan kualitas pendidikan ;

d. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 20'10 tentang Disiplin PNS yang disampaikan

kepada seluruh aparatur / PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin

sehingga dapat meningkatkan pelayanan;

e. Regulasi administrasi kepegawaian melalui Kartu Pegawai Elektronik ( KPE )

yang memiliki multi fungsi bagi PNS;

f. Pengembangan data PNS melalui sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

(SAPK) dan Sistem inbrmasi Kepega\,vaian yang mudah diakses secara

langsung oleh PNS rnelalui teknologi inbrmasi .

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Untuk memberikan fukus dan rnemperkuat rencana sehingga dapat

memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi . Selanjutnya

disusun Faktor Penentu l(eberhasilan (FPK) dan dikembangkan dari Alternatif

Strategi, sebagai berikut :



'1 . Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentiang Kepegawaian dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang

kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia

Aparatur menuju penataan personil yang profesional dan proporsional ;

2. Meningkatkan penyampaian infurmasi kepegawaian melalui teknologi informasi

kepada SKPD yang lokasinya menyebar didaerah agar pelayanan

kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat ;

3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai

Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengatasi standar pelayanan

publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional

melalui kegiatan Sosialiasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan

kursus singkat pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.

3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kota Kotamobagu Tahun m13-2018

Msi Misi Wali Kotamobagu yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kotra Kotamobagu Nomor Tahun sebagai berikut:

VlSl Pembangunan Kota Kotamobagu

'Terwujudnya Kobmobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan

Bolaang Nongondow Raya Menuju ,lasprakat Sejahten, Berbudaya, dan

Ber&ya Saing' Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan untuk mendukung visi Walikota oleh Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan pada kunci Masyaakat Sqahten yang dimaknai dengan kondrsi

pemeintahan yang senanf,asa melibatkan paftisipasi masyankat dalam

pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadr,Tan, sedangkan dari sisi

masyarakat temujudnya suatu kondisi masyarakat yang modem dan majemuk,

menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara berdasarkan

falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana dan melaksanakan

prinsipprinsip musyaurarah untuk mufakat, yang selanjutnya dirumuskan kedalam

MISI.



MISI

'1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonorni berbasis
jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan
pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow

Raya.

2. Mewujudkan sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya.

3. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan
yang sehat dan be6ih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang

memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal.

4. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota dinamis, kreatif dan inovatif yang

didukung oleh masyarakat egaliter, menghargai kesetaraan gender, menghormati

supermasi hukum, berkeadilan dan demokratis bersendikan Falsafah Dodandian

Paloko-Kinalang (penerapan prinsip-prinsip Good Govemance dan Clean

Government).

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Kotamobagu dengan konsep
ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi'.

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur di semua sektor, terutama di sektor
pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak investor

Rumusan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu

yang sejalan pembangunan Kota Kotamobagu adalah Mewujudkan perneintahan

good govemance (tata kelola kepemeintahan yang baik), clean goverment

(pemerintahan yang bedh), betueadilan dan demokratis.

Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik

maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas

pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan

masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kota

Kotamobagu diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat

antara lain Semakin kuahya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.



3.3. Telaah Rensta K/L

RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa Visa lndonesaa

adalah Terwujudnya lndonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranyamemperkuat pilar-pilar

demokrasi. Untuk ma*ujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki agenda

pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan

prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tiata kelola. Dari

visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada

pembangunan Manajemen Sumbedaya Aparatur Pqawai Negei Sipil Daerah

untuk malujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan

melaksanakan pernbinaan dan pengembangan aparatur yang profesional dan

proporsional.

3.4. Penentuan lsu-isu Strategis

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi

permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya

untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama

tahapan pembangunan kedua pada penentuan isuisu strategis antara lain

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2013 - 2018 yang harus ditangani secara berkesinambungan

untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1 . Masih rendahnya jumlah kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan;

2. Adanya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan tugas belajar dan mengajukan

ijin belajar untuk peningkatan jeniang pendidikan;

3. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance)

dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian brmasi untuk

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun didaerah ;

4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi

kepegawaian yang memadai.



BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEG!DAN KEBIJAKAN

Rencana strategis yang disusun merupakan suafu prcses yangberorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan s (lima) tahun
dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota

Kotamobagu mengacu pada Renstra prioritas pembangunan Kota Kotamobagu 2013-
2018 dengan mengartikulasi Visi melalui Msi walikota dan wakil walikota periode 2013-

2018 yang diintegrasikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah ( RpJM

)Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran:

o Visi Jl{esfaratat Sejattera yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan

pemerintahanyang baik;

o ilisi Marujudkan pemerintahan gd govemance ( tata kelola kepemerintahan

yang baik ), clean govern@nt ( pemerintah yang bersih ), berkeadilan dan

demokratis;

. Tuluan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan

semakin meningkahya kepuasan masyarakat ;

. Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelengganaan tugas

pokok dan tungsi pelayanan kepada msayarakat ;

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota periode 20132018 maka

Penyusunan Rencana Strategis Badan lGpegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu dalam garis Bamya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra

secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Msi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan,

Program dan yang cukup Ealistik dengan mengantisipasi perkernbangBn masa depan

yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

4.1. VrSt DAN MtSt:

Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Kota Kotamobagu mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk marvujudkan hanapan dimasa

mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup '
Visi Pemerintah Kota Kotamobagu " karena Badan Kepegawaian Daerah merupakan

Organisasi Perargkd Daerah yang merupakan elemen penting dalam



mensukseskan pencapaian visi Pemerintiah Kota Kotamobagu, dirumuskan VlSl

sebagai berikut : " TERWIIJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DALAM RANGI(I PENATAAN PEGAWAI YANG PROPORSIONAL MENUJU

PEMBANGU NAN SUMBERDAYA APARATUR YANG PROF ESION AL"

Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian adalah mewujudkan pelayanan

administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat ;Penataan pegawai

yang proporsional adalah perencanaan, penataan dan penempatan pegawai

yang memiliki kemampuan teknis dan kompetensi ;

b. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yang berdisiplin dalam

pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang

baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

VISI :

Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil

yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkan mampu

mensukseskankelanc.rftrn pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah.

Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan jika seluruh rangkaian

dari program, kebijakan, sasaEn, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan

mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.

MISI:
Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu yang menggambarkan tujuan yang

harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi yang ditetapkan,

Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu adalah :

1 . Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik ;

2. Melaksanakan Pembinaan Pegawai;

3.Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan

pegawai serta mengelolah sistem informasi manajemen kepegawaian;



NILA! - NILAI :

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai luhur

yang harus dimiliki oleh pega^/ai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan khususnya dan pegawai diseluruh lingkungan Pemerintiah Kota

Kotamobagu adalah harus mampu menjadi :

. Pegawai yang berdisiplin dalam pengabdian ;

. Pegawai yang mempunyai rasa kejuJuran dalam bekerja ;

. Pegawai yang berinovasi dan berfikir maju menyongsong program masa

depan ;

. Pegawai yang prcfesional dalam lugas.

4.2 ruJUAN DAtl SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor Tahun

tentiang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu

tahun 2013-2018 dan searah dengan VlSl Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu :

'Terwujudnya Kotartobagu seDagai Kota Model Jasa di f,awasan Bolaang

Mongondow Raya Meauju Masyatakat Sejahten, Berbudaya, dan Berdaya Saing'

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil Faktor

Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuan dan sasafian yang ingin

dicapai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatjhan sebagai komitrnen dalam

mendukung RPJMD Kota Kotamobagu 2013 - 20'18 yang dilaksanakan melalui program

dan kegiatan sebagaimana uraian berikut .

Misi : 1 . Meningkatkan kualitias pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program :

'l . Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

'1. Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS



Misi : 2. Melaksanakan Manajemen pembinaan

kesejahteraan dan Kompetensi pegawai.

Tujuan : 1. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang

Kompetensi

2. Mewujudkan Tingkat Kedisiplinan ASN

Sasaran : 1. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang

Kompetensi

2. Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN

Program :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

dan Peningkatan

Memenuhi Standar

Memenuhi Standar

Kepegawaian

Kegiatan ;

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah

2. Pendidikan dan pelatihan structural bagi PNS Daerah

3. Seleksi penerimaan CPNS

4. Penempatan PNS

5. Proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS

6. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

7. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.

Misi : 3. Mengelola dan mengembangkan system lnformasi

yang berbasis koneksitas

Tujuan : Mewujudkan Sistem Data Kepegawaian yang akurat

Sasaran : Tenivujudnya Akurasi Data Kepegawaian

Program :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ;

1 . Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor



4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

'1. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka

mengimplementasikan agenda pembangunan pada BadanKepegawaian Daerah Kota

Kotamobagu 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut:
'1) Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategidiarahkan melalui

pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek,Kursu+kursus dan Pelatihan tugas

pokok dan fungsi bagi PNS daerah

2) Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi

diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

bagi PNS yang lulus pendidikan formal, serta dengan memberikan sosialisasi

peratuEn bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan

teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan

personil yang profesional dan proporsional;

3) Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan

proporsional melalui sistern manajernen kepegalrraian strategi diarahkan dengan

memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitrnen calon praja IPDN dan seleksi

penerimaan calon p€awai melalui formasi umum, memberikan

penghargaan/relvard kepada PNS untuk peningkatan kesejahteraan , memberikan

sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan peningkatkan

kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik, melalui pembangunan sistem

pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi melaui pengelolaan

pengembangan pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)

dan data elektronik.

4) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik , strategi diarahkan

melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk p€layanan

kepegau/aian yang ebktif, efisien dantepat waktu kepada pegawai di lingkungan

Pemerintah Kota Kotamobagu ;

2. Kebijakan

1) Meningkatkan kompetensi dan pemahaman teftadap peraturan dibidang

kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan;

2) Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan;



3) Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment

melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan rekruitmen, memberikan

bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai

azas the right man on the right place serta menyempumakan sistem kerja

sarane/prasarana pendukung secara berkelanjutan;

4) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat

untuk meningkatkan kepuasan apaEtur Pemerintah Kota Kotamobagu.



,

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. PROGRAi,I

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atiau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasarEln dan tujuan pembangunan daerah, untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dUabarkan dalam beberapa kegiatan

dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu

terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan progrElm yang

menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing program dijelaskan sebagai berikut :

l. PROGRAM SKPD merupakan program untuk mendukung pelaksanaan progrElm

utiama ( Urusan Wajib / Belanja Langsung ). Sedangkan Program SKPD

merupakan kegiatan belanja rutin. Untuk program prioritas yang menjadi urusan

wajib/ belanja langsung sebagaimana dalam Lampiran (tabel 8.1)

ll. Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja langsung

2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan Qhpuf) untuk

menghasilkan keluaran (outpu}dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan peMujudan visi dan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / Belanja

Langsung di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu yang

ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

'l . Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural output kegiatan yang dilaksanakan

adalah ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas bagi PNS yang memenuhi syarat

administrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi PNS yang lulus

ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah untuk proses kenaikan pangkat dan

peningkatan kesejahteraa n ;



2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profeeionalisme ouputkegiatan yang

dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan BidangKepegawaian kepada PNS dan

Tes Potensi Akademik (TPA) bagipejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Kotamobagu. Kegiatanini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang

perkembanganperaturan bidang kepegawaian agar setiap PNS memiliki wawasan

dan ketrampilan dalam menialankan tugas pokok dan fungsi pada masing - masing

SKPD.

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

ouput kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan standar manejemen mutu

ISO ( Maintenance ) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bertujuan

untuk peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat sesuai

dengan standar pelayanan minimal untuk kepuasan pelayanan.

4. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS ouput dari kegiatan adalah

terlaksananya rekruitmen pegawai dari pelamar umum tujuan kegiatan ini

tersedianya CPNS yang lulus seleksi ujian untuk mengisi formasi pegawai yang

loivong karena pensiun, mutasi, diberhentikan sesuai kebutuhan organisasi.

5. Kegiataan Penempatan PNS output kegiatan yang dilaksanakan adalah Penataan

dan Penempatan PNS dalam jabatan melalui proses sidang Baperjakat dalam hal

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan PNS, Pelantikan dan

Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural yang dimutasikan dan

pengambilan Sumpah/Janji CPNS yang diangkat menjadi PNS dan proses

administrasi pegawai mutasi antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam

daerah ; Penyusunan rencana pembinaan karir PNS dalam penempatan pejabat

yang profesional dan proporsional dilakukan melalui analisis penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan (SKJ) dengan tujuan teMujudnya penempatan pejabat yang

profesional dalam tugas pokok dan tungsi ;

6. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

output kegiatan adalah Proses administrasi Penerbitan SK lmpasing Gaji PNS,

Penyusunan data DUK PNS, Penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

PNS dan Pembuatan DP-3 Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

tujuan kegiatan adalah pemenuhan hak bagi PNS untuk memperoleh

reward/penghargaan ;



7. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem lnfomasi Kepegawaian

Daerah ouput kegiatan adalah tedaksananya pemutakhiran/entry data PNS sesuai

perkembangan dalam data elektronik dan dalam jaringan SIMPEG, tersimpannya

manual data dan data elektronik mulai dari proses pengangkatan sampai proses

pensiun;

8. Kegiatan Pemberian Pengharyaan bagi PNS yang Berpr*tasi ouput kegiatan

adalah terlaksananya usulan pemberian penghargaan Satya Lencana, Penerbitan

SK Pensiun, SK Kenaikan Pangkat PengaMian, Proses administrasi Karis/Karsu,

Taspen, Bapertarum dan Pemberian Tali Asih bagi PNS yang Puma Tugas tujuan

kegiatan adalah pemberian penghargaan atas jasa pengaMian kepada bangsa dan

negara dan untuk peningkatan kesejahteraan ;

9. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-l€sus Pelanggaran Disiplin PNS output

kegiatan adalah proses administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

PNS dan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku dengan penerlcitan

sanksi administrasi kepegawaian / punishment dengan fujuan kegiatan dilakukan

pembinaan dan pengawasan PNS untuk berdisiplin serta menurunya pelanggaran

disiplin ;

10. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belaiar lkatan Dinas output kegiatan

adalah Terlaksananya proses administrasi PNS yang berminat melanjutkan

pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui program studi S-3, 92,5-1,dan Praja IPDN,

dengan pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas sesuai dengan kebutuhan

organisasi tujuan kegiatan adalah tersedianya pegawai yang berkualitas dan

berkompetensi ;

ll.Kegiatan Pembedan Bantuan Penyelenggaaan Penerimaan Praja IPDN output

kegiatan adalah terlaksananya seleksi calon pelamar praja IPDN untuk direkruit

menjadi praja IPDN tujuan kegiatan adalah tersedianya aparatur yang berkualitas

dan memiliki kornpetensi setelah lulus pendidikan ;

l2.Kegiatan iionitoring, Evaluasi dan Pelaporan output kegiatan yang dilaksanakan

adalah penyusunan buku informasi dan perkembangan pembangunan kepegawaian,

Bintek Administrasi kepegawaian kemasing-masing Organisasi Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

13. Dan beberapa kegiatan penunjang sebagimana dalam lampiran (tabel 8.1)



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPMJD

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang

dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi

pembangunan 5 tahun Kota Kotamobagu Tahun 201+20'18 yang selanjutnya duabarkan

ke dalam program. Sedangkan progr€rm adalah instrumen kebuakan yang berisi 1 atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

untuk memperoleh alokasi anggaEn atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian

progEm yang ada didalam RPJMD perlu duabarkan dan dikernbangkan menjadi

program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil

musyawarah pembangunan. lndikator kinerja SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan yang mengacu pada fujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya

kualitas pelayanan pemerintah dengan sasaran semakin kuahya kelembagaan SKPD

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan umum daerah memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta

norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi

sarana dan prErs.rrana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan

dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. lndikator yang diharapkan

adalah semakin meningkahya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus

pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. lndikator renc€lna kegiatan

Badan Kepegawaian Kepegawaian Daerah Kota Kotamobagu disusun sebagaimana

terlampir Oabel 8.1).



Program Per Sasaran

Periode : ?Ol4 -20la
Program

Terfasilitasinya Plndah / Purna Tugas PNS

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Pelayanan Administrasl Perkantoran

Progrdm Fosilitosi Pindoh/Purno Tugos PNS

Progrom Peningkoton Sorono don Prosorono Aporotur

Program Pe loyona n Ad mi nistrosi Perka ntoro n

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembantan Aparatur

Meningkatnya Pendidikan Kedinasan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

MeninSkatnya (apasitas Sumberdaya Aparatur

Progrom Pembinoon don Pengembangon Aporotur

Progrom Pe nd i d i ka n Kedi noso n

Progrom Peningkaton Kopasitos Sumber Doyo Aporotur

Progrom Pe ni ngkoto n Di si pl i n Aporotur

Progrom Peningkotan Kopdsitos Sumberdoyo Aporotur

Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan berbasis teknologi lnformasi Prog ra m Opti ma I iso si Pe mo nfooto n Teknolog i I nformosi
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T.b.lS.r,
Rencana Program. Kegatan, lndikator Kiner.ia. Kelompok Sasaran, dan Pendanaan lndikatif
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BAB VII

PENUTUP

Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam

pengelolaansumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan

dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi

disisi lain apabila tidak dapat mernanfiaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki akan

menyebabkan penurunan kualitas profesional aparafur.

Amanat Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok -pokok

Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumbedaya apanatur hendaknya

lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan

pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk netral dari

kepentingan politik maupun golongan.

Hakekat Otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang mendekatkan

masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai

implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya Manusia dalam merespon dan

mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.

Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah

dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai Negeri Sipil

Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntabel dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian

dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusEln kebijakan manajemen

kepegawaian secara kornprehensif berdasarkan :

'1 . Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus

tetapmenjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian

nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi ;

2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang rasional perlu

dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar

kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota

Kotamobagu Tahun 2014-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan

yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasarErn-sasaran yang ingin dicapai

selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum



program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi

penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk

dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta prGes penyusunan

Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.


